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Dalam peradilan tindak pidana korupsi, â€œadanyaâ€• kerugian negara pada 
sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal   yang sangat penting. 
Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana 
korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang 
â€œkerugian negaraâ€• itu sendiri. Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan 
Surat  Edaran (SEMA) Nomor  4 Tahun 2016  yang menyebutkan bahwa hanya 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  yang berhak men-declare  kerugian negara. 
Namun tetap saja pada praktiknya, BPK tidak menjadi rujukan utama atau bahkan 
satu-satunya  dalam menghadirkan alat bukti  mengenai kerugian negara. Jika 
merujuk pada  Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi â€œYang dimaksud dengan 
â€œsecara nyata telah ada kerugian keuangan negaraâ€• adalah kerugian yang sudah 
dapat  dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 
akuntan publik yang ditunjuk.â€•  Terlihat bahwa tidak disebutkan dengan jelas 
instansi apa yang berwenang dalam menghitung kerugian negara.  Adapun perkara 
tindak pidana korupsi yang penentuan kerugian negaranya berdasarkan pada 
perhitungan kerugian negara oleh kejaksaan sendiri atau audit  BPKP  rentan
digugat, dengan argumen bukan lembaga yang berhak melakukan perhitungan 
kerugian negara.
Tujuan penulisan  tesis  ini  untuk mengetahui  dasar  penentuan  kerugian 
negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan proses penetapan kerugian negara 
dalam perkara tindak pidana korupsi. 
Penulisan  tesis  ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan,  dan pendekatan
yang digunakan adalah yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengacu kepada norma-
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti sebagai pijakan normatif 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  dalam menentukan nilai 
kerugian negara pada perkara tindak  pidana korupsi,  Penyidik terlebih dahulu
memperhatikan kasusnya  atau perkaranya, jika perkaranya sederhana maka 
penentuan nilai kerugian negara  dapat  dilakukan oleh  Penyidik sendiri atau oleh Jaksa. Sebaliknya jika perkaranya perlu audit
secara mendalam ma ka  Penyidik
berkoordinasi dengan  BPK  guna menghadirkan Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP), atau dapat pula berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) untuk menghadirkan Laporan Hasil Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai alat bukti  dipersidangan 
mengenainya nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. 
Selanjutnya  Proses Penetapan kerugian  Negara, dimana  Hakim tidak terikat 
dengan LHP yang dihadirkan sebagai alat bukti, namun berlaku ketentuan hu kum 
acara pidana pada umumnya dimana Hakim mendasari pada minimal dua alat 
bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya, sehingga bukan bukan saja 
mengenai LHP mana yang harusnya diterima oleh hakim, tetapi dalam penetapan 
kerugian Negara bisa terjadi perbedaan antara yang ditetapkan oleh lembaga 
pemeriksa keuangan dengan lembaga peradilan.  
Disarankan agar  disebutkan secara eksplisit dengan bahasa yang sama 
pada setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi 
bahwa hanya BPK lembaga yang  berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan 
negara, sehingga ada kepastian hukum. Selanjutnya perlu diperbanyak sumber 
daya auditor yang mumpuni dan tersebar diseluruh kantor perwakilan BPK, agar 
mampu menjangkau serta memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam 
rangka menyiapkan alat bukti nilai kerugian keuangan negara pada perkara tindak 
pidana korupsi.
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